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Silahkan dilihat angka-angka ini, Rp 33,2 triliun; Rp

27,4 triliun; dan Rp 32,8 triliun. Yah, luar biasa besar,
bukan? Dan angka-angka itu bukan angka kerugian
investor akibat ribut-ribut ambruknya pasar saham dunia
baru-baru ini. Angka-angka itu adalah perkiraan
kerugian ekonomi akibat bencana semburan lumpur
panas Lapindo di Sidoarjo.

Adalah lembaga-lembaga Greenomics, Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan
kajian dampak ekonomi dan menemukan angka-angka
fantastis di atas.

Senada dengan temuan ini, ekonom Kresnayana
Yahya memperkirakan setiap hari sebesar Rp 300 miliar
dana di Jatim tidak terpakai untuk kegiatan ekonomi
akibat ketersendatan transportasi dan infrastruktur yang
disebabkan oleh bencana ini.

Bagaimana mungkin semburan lumpur yang bagi
sebagian pejabat sering dikecilkan artinya dengan hanya
disebut berimbas kepada masyarakat Porong dan
sekitarnya, yang hanya mengubur area kurang dari 2
persen dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten
Sidoarjo, bisa menimbulkan kerugian demikian besar?

Tidak terhitung potensi kerugian akibat penurunan
signifikan sektor usaha di Jatim akibat bencana lumpur
ini. Misalnya sektor properti di Sidoarjo dan wilayah
sekitarnya, Pariwisata di Pasuruan dan Malang, serta
beberapa sentra industri di wilayah Pasuruan dan
Mojokerto yang harus merelokasi usahanya.

Tetapi kali ini, kami tidak akan membahas mengenai
dampak besar ekonomi akibat bencana lumpur. Yang
akan kali ini kami angkat adalah, kerugian ekonomi yang
dialami korban lumpur dan kegiatan ekonomi usaha
rakyat lainnya akibat lumpur Lapindo.

Lumpur Datang, Ekonomi Melayang
Sebagai penopang utama Surabaya yang merupakan

kota terbesar kedua di Indonesia, Kabupaten Sidoarjo
merupakan wilayah yang cukup makmur secara
ekonomi. Berbagai kegiatan ekonomi rakyat
berkembang cukup pesat, termasuk diwilayah yang saat
ini terdampak oleh lumpur.

Wilayah yang sudah tenggelam mencapai 824 ha.,
dimana kerugian ekonomi korban dibedakan menjadi
kerugian ekonomi pribadi dan perusahaan.

1. Kerugian ekonomi pribadi dialami oleh warga
masyarakat yang daerahnya sudah tenggelam meliputi

Yang Tidak Kunjung Pulih
Kerugian Ekonomi

Karena
ternyata
semburan lumpur
ini tidak hanya
menenggelamkan
wilayah desa-desa di
Porong saja. Ikut tenggelam juga
adalah jalan tol, infrastruktur
utama lainnya (listrik, gas, telepon
dan PDAM) serta ketersendatan
nadi utama jalur transportasi Jawa
Timur yang menghubungkan
Surabaya sebagai hub
perdagangan nasional, bahkan
internasional dengan kota-kota di
sekitarnya.
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T
kehilangan aset berupa tanah dan
bangunan dan kehilangan lapangan
pekerjaan. Untuk hilangnya

lapangan pekerjaan bisa dibagi
menjadi beberapa kelompok lagi, yaitu

mereka yang kehilangan pekerjaan di
sektor formal (pekerja di pabrik yang

sudah tenggelam, pemilik usaha dan para pekerjanya,
para produsen kecil yang mengerjakan pesanan dari luar
daerah dan sebagainya).

Sedangkan sektor informal misalnya pengrajin, toko
peracangan, pedagang di pasar desa, warung nasi,
tukang ojek, tukang becak, usaha kos-kosan yang
menampung pekerja pabrik yang berada di desa-desa
tersebut, dan berbagai jenis usaha lainnya. Hilangnya
pekerjaan juga diakibatkan oleh telah hilangnya ratusan
hektar lahan pertanian baik untuk sawah, padi maupun
perikanan darat (tambak) yang menyerap banyak tenaga
kerja di desa.

2. Di samping pemukiman, ikut tenggelam juga 28
perusahaan yang total menampung 2.935 orang pekerja.
Sebagian pekerja berasal dari desa-desa sekitar yang
sudah tenggelam, sebagian besar berasal dari wilayah
lain di Kabupaten Sidoarjo, bahkan dari kabupaten lain di
Jawa Timur. Sebagian besar perusahaan-perusahaan ini
tidak lagi bisa beroperasi sejak awal semburan, dan
hampir semuanya belum merelokasi usaha ke tempat
baru akibat proses ganti rugi dengan skema business to
business (B2B) yang berjalan lambat.

Di samping wilayah yang sudah tenggelam, belasan
desa yang berada tepat di sekeliling area yang sudah
tenggelam ini juga mengalami kerugian ekonomi yang
cukup parah. Terputusnya jaringan jalan, sarana irigasi
dan terus melebarnya luapan lumpur juga mengakibatkan
kerugian ekonomi yang cukup penting bagi desa-desa
yang berada di sekelilingnya.

Total area pertanian yang tidak berfungsi lagi akibat
rusaknya saluran irigasi diperkirakan mencapai 792 ha.
Ribuan hektar area tambak (umumnya untuk budidaya
udang dan bandeng) juga mengalami dampak langsung
akibat penurunan kualitas air. Di samping itu, terjadi
penurunan kegiatan ekonomi wilayah-wilayah desa yang
terisolir akibat akses jalan ke desa mereka terputus
akibat genangan lumpur ini.

Dampak Ikutan Lainnya
Dampak ekonomi lain juga dirasakan oleh kegiatan

ekonomi rakyat di sekitar lokasi semburan. Misalnya
sentra industri tas dan kulit Tanggulangin, kegiatan
ekonomi masyarakat di sekitar pintu keluar tol gempol,
penambang pasir disepanjang Kali Porong, serta sentra
bordir di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan.

Sentra industri tas dan kulit Tanggulangin terkenal

memproduksi tas dan berbagai produk kulit seperti
dompet, ikat pinggang, jaket dan lain-lain. Sebelum
lumpur jumlah pelaku usaha mencapai 852 unit dengan
jumlah showroon mencapai 200 lebih, dengan pembeli
sampai ke luar Jawa (Bali dan wilayah lain Indonesia
Timur). Bencana lumpur ini telah memangkas 60 sampai
80 persen dari total pengusaha yang sebelumnya
beroperasi.

Kegiatan ekonomi di sekitar pintu keluar tol Gempol
memanfaatkan puluhan ribu kendaraan yang biasanya
melewati pintu tol. Berbagai jenis usaha mulai dari
makanan, oleh-oleh, kerajinan dan berbagai produk
lainnya, tidak hanya berasal dari masyarakat sekitar,
namun dari seluruh Jawa Timur. Sebelum bencana
lumpur ini, diperkirakan 200 sampai 300 unit usaha, yang
kini terpangkas hanya tinggal 20 sampai 30 persennya
saja.

Kegiatan penambang pasir secara tradisional
memanfaatkan sedimen Kali Porong untuk dijual sebagai
bahan bangunan. Kegiatan ini melibatkan ribuan orang
dari desa-desa disepanjang Kali Porong. Kini kegiatan
tersebut terhenti total akibat endapan lumpur yang

sangat tebal, sehingga tidak mungkin lagi menggali pasir.
Sentra pengrajin bordir di Kecamatan Bangil terkenal

dengan berbagai hasil kerajinan bordir dan busana
muslim wanita lainnya. Akibat tersendatnya jalur
transportasi, pasar utama pembeli dan pedagang di
sejumlah pasar grosir di Surabaya, menjadi enggan
akibat naiknya biaya produksi dan harga jual, serta
keterlambatan pengiriman. Asosiasi Pengusaha Bordir
(Aspendir) Bangil yang berjumlah 110 pengusaha,
mengalami penurunan omzet hingga 75 persen, dan yang
mampu bertahan kini hanya tinggal 60 persennya saja.

Dua tahun setengah semburan lumpur Lapindo juga
menjadi saksi ambruknya banyak sekali kegiatan
ekonomi masyarakat. Tidak hanya mereka yang menjadi
korban langsung (mereka yang rumahnya tenggelam),
tetapi mereka yang tinggal disekitar lokasi semburan.

Sementara Lapindo dan pemerintah hanya fokus
pada urusan penanggulangan dan jual beli aset, kerugian
sektor ekonomi rakyat ini masih terabaikan. Dengan
kondisi ekonomi nasional dan global yang kian sulit,
upaya pemulihan yang mengandalkan sumber daya dari
para pelaku usaha sendiri juga akan semakin berat.[win]

Foto: Rahman
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“Bisnis” Korban
Lumpur Lapindo

erik sekali siang itu, Sunaji
(35 tahun) mengumpulkan
bata-bata yang masih utuh
di antara pepuingan
rumahnya di RT 13 RW 03
Renokenongo. Anak
pertamanya Arif Baliyah

(kelas enam Sekolah Dasar)
bermain-main tak jauh darinya.

Tanah di desanya ambles sedalam satu meter lebih
setelah dua tahun lebih isi bumi keluar akibat kegagalan
pengeboran gas yang dilakukan PT Lapindo Brantas
Inc. Akibatnya, sedikit demi sedikit rumah-rumah di
Renokenongo runtuh.

Terhadap rumahnya sendiri, Sunaji berpacu dengan
lumpur. Pilihannya sederhana: menunggu rumahnya
dirobohkan lumpur atau dia robohkan duluan. Kalau
dirobohkan lumpur, jelas dia tak dapat apa-apa. Kalau
dia sendiri yang merobohkan, dia masih bisa
memanfaatkan sisa genteng, batu-batu, kusen-kusen
pintu, besi-besi bekas yang semuanya laku dijual.

Meski sederhana pilihannya, Sunaji lama memikirkan
hal ini. Baru setelah kepepet, karena dua tahun tak juga
dapat uang pengganti rumah dan tanahnya dari Lapindo,
Sunaji lalu merobohkan rumahnya.

Untuk kesekian kalinya Lapindo berjanji untuk
membayar uang muka 20 persen sesuai dengan
peraturan presiden. Janji terakhir Lapindo hendak
membayar tanggal 26 bulan depan namun karena
beberapa kali diingkari Sunaji tak berharap banyak.

 “Mboten tepat, bolan-baleni, semayan terus, tidak
tepat, diulang-ulang, mengulur waktu terus,” tutur Sunaji
dan matanya mulai berkaca-kaca. “Kudu nangis koyo
ngene, ingin menangis kayak gini,” tutur Sunaji.

Pemerintah, baik di Sidoarjo, Surabaya ataupun di
Jakarta, tahu Lapindo sering ingkar janji namun mereka
tak ambil pusing dengan keluhan warga-warga macam
Sunaji.

Menjelang lebaran dan biaya hidup yang meningkat
Sunaji menurunkan derajat pekerjaannya. Dulu dia
tukang bangunan, tapi sekarang dia tukang merubuhkan
bangunan. Dari bangunan yang dia rubuhkan dia menjual
batu, bata dan besi bekas untuk dijual.

 “Bata (bekas) 150.000 Rupiah /seribu, besi 120
rupiah/kilo,” jelas Sunaji.

Sutrisno alias Bagong,
warga Renokenongo yang
lain, juga mengalami nasib
yang sama: menjadi
pengepul bata bekas.

Luapan lumpur punya
siksaan tersendiri bagi Sutrisno. Tiga
hari setelah lumpur meluap, atau

tepatnya tanggal 2 Juni 2006, Gamtina, istrinya
melahirkan keduanya di pengungsian di balai desa
Renokenongo. Untuk mengenang duka ini, Sutrisno
menamakan anaknya Alfindo Muhammad Khoiru Zakki.

Rumah Sutrisno sudah remuk diterjang lumpur saat
itu dan istrinya nggak bisa bekerja. Usaha kerajinan
perak rumahannya juga ikut hilang bersama rumahnya
yang roboh. Lapindo memberi ganti gaji untuk karyawan
perusahan besar namun usaha rumahan macam yang
dipunyai Sutrisno tak dapat ganti apapun.

Setelah lama menganggur dia lalu memutuskan
mengumpulkan bata, batu, besi bekas dan menjualnya.

Desa Renokenongo terletak dekat jalan tol Porong-
Gempol dan sekarang mati. Desa-desa korban lumpur
Lapindo lainnya yang dekat dengan akses jalan raya
Surabaya-Malang macam Siring, Jatirejo, dan
Kedungbendo juga menyisakan duka tersendiri bagi

warga yang juga tak segera mendapatkan ganti rugi.
Karena dekat jalan raya banyak orang yang

penasaran dengan lumpur Lapindo mengunjungi lumpur
dari pintu tiga desa itu dan yang paling rame di Siring
dan Jatirejo. Ini jadi mata pencaharian tersendiri bagi
mereka. Mereka yang kehilangan pekerjaan lalu
menawarkan jasa ojek untuk mengantarkan pengunjung
mengelilingi tanggul lumpur.

Penghasilan mereka maksimal 50 ribu rupiah per
hari. Ini bukan mengada-ada dan pengen dikasihani.
Mereka benar-benar kehilangan pekerjaan dan kalau
ada pekerjaan lain mereka juga tak ingin menjadi ojek
tanggul.

Ahmad Novik, warga Jatirejo, salah satunya, dia dulu
pernah menjadi ojek tanggul tapi setelah mendapat
pekerjaan di toko kaca dia tak lagi mengojek.

“Sedikit-sedikit punya penghasilan, jadi nggak enak
sama yang tidak punya pekerjaan sama sekali,” tutur
Novik.

Warga Renokenongo di pengungsian Pasar Baru
Porong, yang belum mendapat ganti rugi, juga punya

Semburan lumpur membuat
warga kehilangan pekerjaan,
sementara hajat hidup terus
meningkat. Mereka terpaksa
meraih pekerjaan apa saja,
dengan rasa tidak aman.

T
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cara sendiri untuk melanjutkan hidup dan
memenuhi kebutuhan yang meningkat

menjelang lebaran. Ada yang berjualan rujak
macam Sapi’iyah (45 tahun) di lokasi

pengungsian.
“Ya, cukuplah untuk nambah biaya beli bumbu, sak

piro seh koyo’ne bakul rujak. Berapa sih penghasilan
pedagang rujak?” tutur Rustam suami Mak Pik, sapaan
akrab Sapi’iyah. “Paling dapat seratus ribu, itu juga dua
hari,” terang Mak Pik. Untuk 100 ribu rupiah yang dia
dapatkan Mak Pik mengeluarkan 75 ribu rupiah untuk
modal.

“Kalau saya punya sedikit, itu juga terus diambil
sedikit-sedikit. Ada juga beberapa barang yang sudah
dijual, tapi yang lain lebih kasihan. Ada yang sampai
harus hutang buat hidup sehari-hari,” pungkas Rustam
sambil menghisap rokoknya dalam-dalam.

Warga Besuki yang mengungsi di Tol Porong-Gempol
punya kesulitan hidup sendiri. Warga Besuki terkena
dampak lumpur belakangan, tepatnya sejak Febuari
2008, setelah tanggul titik 40 km jebol. Menurut
Peraturan Presiden 48/2008, tanah, bangunan, dan
sawah mereka akan dibeli oleh negara dengan uang
APBN. Namun hingga kini realisasi kosong mlompong.

Mahmudah (42 tahun), warga RT 03/04 Besuki,
merasakan dampak langsung dari luapan lumpur pasca
tanggul 40 km jebol. Dia dan warga dari 5 RT lainnya
lalu mengungsi di pinggir tol Porong. Rumah dan warung
yang menjadi tumpuan hidupnya sekeluarga terendam
lumpur.

“Tidak punya sawah, Mas. Saya sehari-hari
warungan di sini,” tutur Mahmudah. “Setelah warungnya
hanyut, saya mulai dari nol lagi.”

Dia sempat berhenti beberapa bulan tidak membuka
warung karena sibuk bikin gubuk dan setelah beberapa
bulan dia sadar kalau suami dan ketiga anaknya butuh
makan dan uang untuk sekolah. Dia lalu berusaha untuk
membuka warungnya kembali setelah bulan April. Tak
hanya itu, anak menantunya, Amari, juga membuka
usaha pangkas rambut tepat di depan warungnya dan
dipisah jalan menuju tol.

“Kami beruntung masih bisa bekerja, kebanyakan
yang tinggal di sini (pengungsian) mereka hidup dari
menjual perhiasan mereka. Rata-rata nganggur,” jelas
Mahmudah.

Penghasilan Mahmudah dari warung makan ini cukup
besar kisarannya dari 400 ribu hingga 700 ribu rupiah
tiap harinya.

“Saya keluar duit untuk belanja tiga hari antara 800
ribu sampai 1 juta,” jelas Mahmudah. Meski tampak
tancar, Mahmudah senantiasa waswas. Pasalnya, ia bisa
diusir kapan saja dan sialnya ini terjadi pada seminggu
setelah lebaran. Mahmudah dipaksa pindah dari sisi
timur tol ke sisi barat tol.

Alasannya BPLS akan menghidupkan jalan yang di
sisi tersebut selain juga untuk membikin pipa baru untuk
membuang lumpur ke sungai Porong. Dia hanya di kasih
waktu tapi tak dikasih uang untuk pindahan.

“Bayari tukang dewe Mas, bayar tukang sendiri
Mas,” tutur Mahmudah. Selama pindahan Mahmudah
juga tak bisa bekerja dan dia tak tahu persis tempat
barunya akan membawa rezeki yang baik buatnya atau
sebaliknya.

Warga Besuki yang tak hanya kehilangan rumah dan
sawah mereka tapi juga pekerjaan. Salah satunya
Mashudi, usaha rokok yang dimilikinya gulung tikar
akibat lumpur. Perusahaannya bernama HD Bersaudara
Jaya dan memiliki 25 karyawan.

“Kebanyakan warga Besuk,” tutur Mashudi.
Marsudi memindahkan usahanya di tempat lain

namun tak selancar di tempat sebelumnya di Desa
Besuki yang terkena lumpur. Akibatnya, dia terpaksa
mengurangi pekerja untuk menyelamatkan usahanya.

Yang terkena dampak paling pahit adalah karyawan-
karyawan yang dipecat ini. Mereka mengatasi kesulitan
mereka sendiri dengan mengemis di sepanjang jalan tol
atau jadi tukang parkir.

Namun kegiatan meminta-minta ini dilarang oleh
pihak kepolisian Sidoarjo. “Tidak boleh minta-minta,”
tutur Andi Suyatno, pemuda Besuki berusia 20 tahun,
“Polres datang ke sini, mungkin mereka malu,”
lanjutnya.

[mam]

Foto: Rere
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Warga tiga desa dalam peta menurut Perpres 48/2008
(Desa Pejarakan, Besuki, Kedungcangkring) dilanda
keresahan. Pasalnya, warga dituntut meninggalkan desa dalam
waktu 90 hari setelah menerima uang bantuan sosial. Paket
bansos itu berupa uang kontrak rumah sebesar 2,5 juta, uang
evakuasi 500 ribu dan jatah hidup 300 ribu per jiwa.

Mbok Rita (65) warga Desa Pejarakan menyatakan, banyak
permasalahan muncul jika harus pindah secepat itu dan
sebelum seratus persen ganti rugi terbayarkan. “Karep kulo
nggih dibayar lunas sedoyo, tanah kalian griyo. Saya ingin ya
dibayar lunas dulu semua, tanah dan rumah,” tutur Mbok Rita. Ia

Lumpur Lapindo tidak saja
menenggelamkan tanah dan
rumah, tapi juga mengubur usaha
rakyat. Nur Hadi (54) warga
Kedungbendo yang dulu tinggal di
RT 09, merasakan betul kepahitan
ini. Nur Hadi dan istri memiliki
usaha kerajinan kulit yang

Warga Desa Ketapang
bersama desa-desa lain di
luar peta menanggung
kekecewaan. Oleh Menteri
Pekerjaan Umum Djoko
Kirmanto, warga dijanjikan

Dulu Samian (40 tahun), warga Permisan, Kecamatan Jabon, menjadi
penambang pasir di Kali Porong. Permisan tidak termasuk desa dalam peta
terdampak, versi Perpres lama maupun Perpres revisi. Toh, dia Samian tetap
kehilangan pekerjaan lantaran Kali Porong kini dipenuhi lumpur hingga hampir
rata dengan dua pinggirnya. Dulu, tiap hari dia bisa mengumpulkan 12 perahu
penuh pasir. “Saya biasa dapat delapan puluh ribu per hari,” tutur Samian.

Kini, dia menjadi buruh bangunan serabutan. Kadang ada pekerjaan, kadang
tidak. Tak ada kepastian. Sekarang sedang ada garapan di daerah Tuyono,
Tanggulangin. Penghasilan Samian menurun hingga separuhnya. “Sekarang 40
ribu per hari,” tutur Samian. Ini membuat putrinya, Nur Fifian (12), harus berhenti
sekolah setelah lulus SD. Samian mau menyuruh Fifi bekerja, tapi ia tak sampai
hati. Fifi masih terlalu kecil untuk bekerja.[re]

membayangkan susahnya sekolah cucu-
cucunya.”Yok nopo mengke sekolah’e lare-
lare? Gimana nanti sekolah anak-anak?” tanya
Mbok Rita. “Iya kalau dapat kontrakan dekat sekolah sini, kalau
jauh kan kasihan.” Warga juga gelisah soal tempat tinggal
baru dan pekerjaan. Di tempat baru, mereka perlu
penyesuaian lagi membangun hubungan dengan tetangga-
tetangga. Mereka juga belum tentu memperoleh pekerjaan
baru, yang kerap mereka peroleh dari usaha-usaha kecil
rumahan milik tetangga mereka.

[re]

Resah Dituntut Pindah

Kecewa
Menteri PU

Ingkar Janji
suplai air bersih yang cukup, pembuatan drainase, dan lain-
lain. Janji itu ditandatangani sang menteri di Komnas HAM 29
Agustus lalu. Bagaimana kenyataannya? “Tidak ada sama
sekali,” dengan tegas Abdus Salam, warga desa Ketapang
RT 14 / RW 02.

Ketersediaan air bersih saja sama sekali tidak mencukupi
kebutuhan. Hanya ada empat tandon berkapasitas 500 liter

yang diberikan. Padahal Ketapang terdiri dari
12 RT dengan jumlah kepala keluarga
sekitar 1600-an KK. Empat tandon itu
dialokasikan ke RT 2, 3 dan 14 saja,
sementara RT yang lainnya masih
terabaikan. “Padahal seperti RT 2 yang

dekat tanggul, itu sangat
membutuhkan air bersih. Tapi tidak
diberi,” tandas Salam. Selain itu
saluran air atau drainase yang rusak
juga belum diperbaiki. “Ini sudah
akan masuk musim penghujan, tapi
belum ada penanganan drainase.
Masak menunggu warga menderita
baru ada tindakan?” kata Salam. [re]

Usaha
Hancur
Pelanggan
Kabur

memproduksi tas dan dompet. Sebelum bencana lumpur
Lapindo terjadi, Nur Hadi mampu menampung 12 pekerja. Dan
dalam sebulan, dia bisa mencukupi pesanan dari pelanggan
dari berbagai daerah: Banjarmasin, Gorontalo, Lombok, Jakarta,
Sumbawa, dan Ujung Pandang. Per bulan, Nur Hadi bisa
memperoleh pemasukan sebesar 7-8juta.

Namun, setelah rumah dan peralatan kerja tenggelam,
usahanya hancur. Tidak pernah ada ganti rugi atas peralatan-
peralatan itu, baik dari Lapindo maupun pemerintah.
Pelanggannya juga lenyap. Sembari terseok-seok, kini Nur Hadi
memulai merintis usaha kembali. Dia melayani pelanggan yang
masih tersisa, yakni Gorontalo dan Lombok. Nur Hadi hanya
mampu memperoleh pemasukan 2-3 juta sebulan. Bagi dia, ini
jelas tidak mampu menghidupi ketiga anaknya yang masih
sekolah. “Dengan hasil 2-3 (juta) sebulan, tidak cukup untuk
makan dan membiayai anak-anak saya. Anak saya yang
perempuan kuliah Akper (Akademi Perawatan) di RSI (Rumah
Sakit Islam). Dan yang kedua kelas tiga SMU dan (yang ketiga) 6
SD,” ujar istri Nur Hadi. [vik]

Hilang Pekerjaan,
Anak Putus Sekolah

Ilustrasi : Rahman
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11 September

Pemerint ah
 Menyera h

Pemerintah mengaku menyerah untuk menutup
lumpur Lapindo. “Semburan tak bisa dihentikan,”

memang direncanakan 150 siswa akan menginap. Namun
dibatalkan lantaran genangan makin lama makin tinggi.

Bahkan, pihak madrasah akhirnya memutuskan untuk
meliburkan kegiatan belajar-mengajar. “Hingga usai lebaran
meski sebetulnya liburan belum waktunya,” terang Kepala
Sekolah Madrasah Kholid Bin Walid, Ali Masad. Madrasah
nantinya akan dipindahkan, namun Ali Masad mengaku masih
belum tahu akan pindah ke mana.

17 September
Komnas HAM: Belum Ada
Perkembangan

Ketua Tim Ad Hoc Pelanggaran HAM lumpur Lapindo,
Syafrudin Ngulma Simeulue mengatakan, belum ada
perkembangan berarti setelah penendatanganan surat
kesepakatan korban Lapindo dengan pemerintah tanggal 29
Agustus lalu. “Terus terang, belum ada perkembangan konkrit
setelah kesepakatn kemarin,” ujar dia.

Hal ini ia katakan saat mediasi dengan Koalisi untuk
Keadilan Korban Lumpur Lapindo yang diwakili Wahana
Lingkungan Hidup (Walhi), Jaringan Advokasi Tambang
(Jatam), Drilling Engineering Club (DEC), Gerakan Menutup
Lumpur Lapindo, Rabu (17/9). Menurut Syafrudin, pihak
Komnas HAM juga baru tahu bahwa banyak poin-poin
kesepakatan itu juga belum dilakukan. Namun ia berjanji
setelah mendapat laporan ini, pihak Komnas HAM akan
memanggil menteri PU Djoko Kirmant o, untuk meminta
penjelasan.

22 September
Peduli Lapindo, 7 W arga
Sragen Lakukan Pert apaan

Parto Dikromo warga Dusun Gonggang RT 07 Karangudi,
Kecamatan Ngrampal, Sragen, Jawa Tengah menunjukkan
kepeduliannya atas tragedi lumpur Lapindo. Caranya unik,
Pardi, begitu pria ini dipanggil, nekat melakukan lelaku
bersemedi meminta wahyu untuk menghentikan semburan.
Bersama enam rekannya dari pertapaan Maniking Tirto
Sastro Jendro Hayuningrat Pengruwing Diyu Pengleburing
Sengkolo, Pardi mengaku, pertapaan dimulai sejak April 2008.

Menurut Pardi, seperti diungkapkan pada Okezone,
prosesi pertapaan dilakukan beberapa tahap. Pertama,
mengecek lokasi pada 23 April 2008. “Ini untuk mengetahui
seberapa jauh daya magis sekaligus kekuatan semburan
lumpur,” terang Pardi. Kedua, bersama enam rekannya, Pardi
puasa tiga hari tiga malam, yakni pada Selasa Kliwon, 16-18
Mei 2008. Ketiga, membawakan permintaan gaib yang ada di
lumpur Lapindo. “Jika dalam jangka 35 hari Lumpur Lapindo
tetap tidak berhenti juga maka, hal itu di luar kemampuan
pertapaan Maniking Tirto,” tambahnya.

14 September
Terkena Luberan Lumpur ,
Madrasah Diliburkan

kata Ketua Dewan Pengarah Badan
Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Djoko
Kirmanto dalam Rapat Dengar Pendapat Umum
(RDPU) dengan Panitia Khusus DPR di Jakarta.
Keesokan harinya, Wakil Presiden Jusuf Kalla
menyatakan, pemerintah sebenarnya tidak
menyerah, hanya semburan lumpurnya yang tak
mau menyerah. Pemerintah lalu memutuskan untuk
membuang lumpur ke laut.

Sementara, Ketua Institut Hijau Indonesia
sekaligus mantan Direktur Eksekutif Walhi Chalid
Muhammad, pernyataan Pemerintah tersebut
menunjukkan pemerintah takluk pada korporasi.
Chalid mengkhawatirkan lokasi genangan lumpur
yang sangat luas ke depan akan dikuasai korporasi.
“Kalau negara berani, sita kekayaan Lapindo
Brantas untuk membiayai upaya penghentian
lumpur. Tetapi negara tidak berani, maka saya
mengatakan negara takluk pada korporasi,” kata
Chalid.

Tanggul penahan
lumpur pada titik empat di
Desa Renokenongo,
Kecamatan Porong, jebol.
Akibatnya, lumpur
meluber hingga
menggenangi madrasah

milik Yayasan Kholid bin Walid. Air bercampur
lumpur itu mulai masuk ke kawasan madrasah
sejak Jumat (12/9). Saat itu madrasah sedang
mengadakan kegiatan pondok Ramadan yang

Foto-foto:Tim Redaksi
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Tanya:
PT Minarak Lapindo Jaya itu berhutang kepada kami

korban lumpur, yakni 80 persen kami belum dibayar.
Tapi menjelang lebaran, PT Minarak Lapindo Jaya
memberi “hutangan” kepada warga korban lumpur.
Menyangkut hal ini, bagaimana hukumnya? Apa status
hukum “hutangan” Lapindo tersebut? (Fatkhur, warga
Kedungbendo)

Jawab :
Saat menerima uang muka 20 persen, setiap warga

korban lumpur di dalam peta area terdampak akan
menandatangani Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB). Di
dalam PIJB disebutkan bahwa PT Minarak Lapindo Jaya
(MLJ) selaku juru bayar PT Lapindo Brantas, sesuai
dengan Perpres No 14 tahun 2007 akan membayar aset
(tanah dan bangunan) warga dalam bentuk ikatan jual
beli. Pembayaran dilakukan dua kali, sebagai tahap awal
sebesar 20 persen, sisanya yang 80 persen akan
dibayarkan sebulan sebelum masa kontrak rumah dua
tahun habis.

Jika dalam masa menunggu pembayaran 80 persen,
PT MLJ membuat program pinjaman (hutang) kepada
korban lumpur Lapindo. Maka hal itu menjadi hak PT

MLJ. Namun, warga juga tetap memiliki hak untuk
menerima pinjaman itu, ataupun menolaknya. Dalam
hemat kami, jika warga menerima pinjaman itu, maka

kesepakatan yang harus di bangun dengan PT MLJ
adalah kesepakatan yang terpisah dari PIJB jual beli aset.
Sehingga, program pinjaman (hutan) dari PT MLJ adalah

program lain yang tidak ada kaitannya dengan
pembayaran 20 persen dan 80 persen.

Apabila PT MLJ mengaitkan program pinjaman
(hutang) itu dikaitkan dengan transaksi
pembayaran 80 persen, maka warga yang
bersangkutan harus benar benar menyadarinya.
Karena bisa jadi pinjaman itu dikaitkan
pembayaran dengan skema cash and resettle-

ment (C n R), maupun resettlement  (susuk).
Namun jika warga sepakat atas mekanisme

pinjaman itu, maka tidak ada masalah.

Tanya:
Jika ada seorang investor ingin membeli lahan di

Desa Siring (barat), apakah ada kendala hukum?
Sebab desa kami telah rusak, yang mengancam
keselamatan dan kesehatan kami. Menunggu
keputusan pemerintah tak kunjung ada. Kalaupun
muncul keputusan seperti Perpres No 48 tahun 2008,
kami masih susah, sebab pola jual beli yang diatur di
bayar bertahap dua kali. (Jarot, warga Siring Barat)

Jawab:
Ikatan jual beli bisa dilakukan kapan pun oleh

pemilik aset dan calon pembeli. Sejauh ikatan jual beli
itu masih dalam lingkup milik pribadi, maka tidak ada
kendala hukum apa pun. Sesuai dengan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1320
perjanjian jual beli dianggap sah jika: pertama, mereka
sepakat yang mengikatkan dirinya; kedua, adanya
kecakapan untuk membuat suatu perikatan; ketiga,
suatu hal tertentu (karena ada kepentingan tertentu).
Keempat, suatu sebab yang halal.

Khusus menyangkut jual beli tanah, sesuai dengan
Undang Undang Pokok Agraria
(UUPA) No 5 Tahun
1960,
perusahaan
swasta tidak
diperkenankan
memiliki tanah (hak
milik). Nah, jika calon
pembeli lahan di Desa Siring
(barat) adalah perusahaan
swasta, maka Badan
Pertanahan Nasional (BPN)
akan mengeluarkan Sertifikat
Hak Guna Usaha untuk
perusahaan tersebut.
Sedangkan tanah yang dibeli
tersebut secara otomatis
menjadi tanah milik negara.

Diasuh oleh Tim Advokasi Hukum
Posko Bersama Korban Lapindo HUKUM

28 September

Pipa Petrokimia Meledak,
Warga Permisan Protes

Pukul 04.00 WIB dini hari, warga Desa Permisan,
Kecamatan Jabon, dikejutkan sebuah ledakan keras.
Ledakan itu berasal dari pipa PT Petrokimia. M. Basri,
Ketua RT 06/RW 02, menyatakan ledakan itu terdengar
hingga ujung Desa Permisan yang bisa mencapai jarak 3
kilometer. “Kencang sekali ledakannya. Sampai semua
warga datang ke sini. Warga ini masih trauma dengan
lumpur. Eh, sekarang ada ledakan begini,” ujar Basri
merujuk pada trauma warga atas ledakan pipa
Pertamina 22 November 2006.

Warga Permisan protes. Pihak Petrokimia yang
diwakili Suaji dan pelaksana proyek PT Lagawico yang
diwakili Oyek, dengan dimediasi Kepala Desa Suwarno
Ichsan dan Kapolsek Jabon AKP Satuji, menemui warga

di Balai Desa
Permisan. “Atas
nama
perusahaan kami
mohon maaf.
Ledakan itu
terjadi karena
tekanan yang diberikan untuk proses pembersihan pipa
tersumbat kotoran. Kami jamin itu tidak berbahaya,”
kata perwakilan dari PT Lagawico.

Warga menuntut ada jaminan keamanan dalam
pelaksanaan proyek pemasangan pipa PT Petrokimia.
Selain itu, harus juga kompensasi atas masalah ledakan
pipa sebesar 400 ribu rupiah per kepala. Pihak
Petrokimia tidak bisa memberi jawaban atas tuntutan ini
dan hanya berjanji untuk mendatangkan perwakilan yang
lebih punya wewenang untuk itu.

Ilustrasi : Rahman
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Nyekar
diatas

Tanggul

Sore yang melindap. Dalam bayangan matahari redup di
penghabisan Ramadhan. Mereka bergerak ke sisi tanggul.
Duduk dalam barisan tak beraturan. Menengadahkan tangan
menguntai doa. Untuk leluhur yang terpendam dalam pekat
lumpur Lapindo. Berharap Ramadhan ini memberi kekuatan,
untuk kembali menyatukan niat. Menyatukan tekad.
Perjuangan belum selesai.

Seorang warga Renokenongo yang menjadi TKI di Malaysia
baru bisa pulang setelah dua tahun peristiwa semburan lumpur
Lapindo terjadi. Tanah dan rumahnya tenggelam, padahal itu
dibeli dari tabungannya sebagai TKI. Karena belum
mendapatkan uang jual-beli atas tanahnya yang terendam
lumpur, ia mendatangani Lapindo.

“Maaf Pak. Bapak harus membuktikan bahwa Bapak punya
tanah di sana!” kata petugas Lapindo.

“Dulu ada petok dan surat jual-belinya, tapi ya ikut tenggelam
ke lumpur. Sebab nggak ada yang njaga.”

“Tanpa bukti, tidak bisa diproses Pak,” jawab petugas itu.
“Katanya bisa dengan cara sumpah kalau nggak ada bukti

hak?”
“Wah, sumpahnya harus kolektif Pak. Nggak ada sumpah

gelombang berikutnya. Nanti jadi kayak pendaftaran mahasiswa
baru,” kata petugas itu.

“Yah, ini tidak adil, Pak. Lalu bagaimana nasib tanah saya
yang tenggelam?”

“ Itu bukan urusan kami, Pak.”
Karena tidak berhasil, orang itu mendatangi tempat

semburan lumpur Lapindo dengan membawa truk sewaan.
Lalu ia mengambil beberapa karung lumpur, diangkutnya
lumpur itu di atas truk dan dibawa ke kantor Lapindo. Lantas
dibebernya lumpur itu di halaman kantor Lapindo. Datanglah si
Bos besar Lapindo menghampiri orang itu.

“Bapak telah melanggar hukum karena mengotori halaman
kantor kami dengan lumpur itu!” kata Bos Lapindo sambil
berkacak pinggang.

“Alah Pak. Wong halaman kantornya dikasih lumpur sedikit
aja kok marah, menuduh saya melanggar hukum. Lha Anda kan
malah menenggelamkan desa-desa kami, ada puluhan ribu
penduduk terusir, tapi para hakim bilang Anda tidak melanggar
hukum? Para Jaksa juga bingung menyimpulkan Anda
melanggar hukum atau tidak. Iya kan? Saya nggak percaya
kalau tanah kantor ini milik Anda. Mana buktinya?”

Si Bos lalu minta petugasnya menunjukkan sertifikat HBG
kantor itu ke korban lumpur itu. Dengan cekatan si TKI itu
menyambar sertifikat itu, lalu memasukkan sertifikat itu ke
dalam lumpur yang dibebernya. Kontan sertifikat itu rusak.

“Wah, kamu ini sembarangan ya, merusak sertifikat tanah
kami!” kata Bos Lapindo, marah besar.

“Nggak usah marah Bos! Kita impas kan? Satu-satu. Anda
hilangkan bukti hak saya, sekarang saya rusak bukti hak Anda.
Pas kan? Hehehe....”

Lapindo Lawan TKI Malaysia

Warga Renokenongo yang mengungsi di Pasar Baru Porong nyekar ke makam leluhur yang telah tenggelam oleh lumpur Lapindo

Teks dan foto: Rahman
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Lapindo 101

Tentang Penyelesaian Hak K orban

Bencana semburan lumpur panas Lapindo
berbeda dengan berbagai bencana yang
umumnya sudah banyak dikenal. Misalnya

banjir, tanah longsor, tsunami, gempa bumi, atau bencana
alam lainnya. Padahal, jumlah korban yang ditimbulkan
sangat besar.

Mereka mengalami penderitaan yang lebih parah,
yaitu terusir secara permanen dari desa dan tanah
tempat tinggalnya. Di samping dampak lain yang
biasanya dialami korban bencana, seperti ancaman
gangguan kesehatan, trauma, penderitaan psikis, dan
sebagainya.

Tetapi berbeda dengan bencana lainnya, penyebab
bencana semburan lumpur panas Lapindo bukan karena
fenomena alam biasa. Kesalahan operasi pengeboran
yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas Inc, dari awal
diduga sebagai pemicu terjadinya bencana ini.

Adalah temuan Tim Investigasi Penghentian Lumpur
yang dibentuk oleh Departemen Energi dan Sumber
Daya Mineral yang pertama kali mengungkapkan hal ini.
Pendapat dari tim yang dipimpin oleh Rudi Rubiandini
tersebut kemudian menjadi dasar dari pendapat berbagai
pihak bahwa Lapindo harus bertanggungjawab terhadap
dampak yang ditimbulkan semburan lumpur ini.

Pihak pemerintah mulai dari Presiden hingga pejabat
daerah, menyatakan bahwa Lapindo harus
bertanggungjawab terhadap nasib korban. Wakil
Presiden Jusuf Kalla, didepan korban di pengungsian
Pasar Baru Porong pada tanggal 20 Juni 2006, bahkan
langsung menodong Nirwan Bakrie sebagai perwakilan
Bakrie Group untuk memenuhi hak korban yang
terenggut bencana ini.

Atas todongan Wapres ini, Nirwan Bakrie
menyatakan bahwa Bakrie Group siap
bertanggungjawab pada segala hal yang berkaitan
dengan luapan lumpur. Praktis, pada saat-saat awal
semburan, tidak ada sedikitpun upaya untuk menolak
menghindar dari Grup Bakrie terhadap kewajiban
menyelesaikan hak-hak Korban Lapindo.

Maka dari awal semburan, lengkaplah sudah,
persepsi publik maupun keyakinan korban bahwa
Lapindo-lah yang menyebabkan bencana ini, dan
Lapindo akan bertanggungjawabterhadap hak-hak
korban yang terampas.

Proses Panjang Penyelesaian Hak
Ternyata, kejelasan sikap pemerintah, keyakinan

publik dan kesanggupan Lapindo untuk bertanggung
jawab, tidak serta merta membuat proses penyelesaian
hak korban Lapindo berlangsung cepat.

Berbagai proses negoisasi antara perwakilan korban
dengan Lapindo tidak segera menghasilkan kejelasan,
bagaimana bentuk pertanggungjawaban Lapindo. Tidak
adanya dasar hukum yang jelas dalam menangani
kejadian semacam ini, di samping juga sikap pemerintah
sendiri yang kurang tegas, membuat proses ini
berlangsung lambat.

Berbagai jenis wacana datang dan pergi tanpa
penjelasan. Relokasi, ganti rugi, cash and carry, dan
berbagai macam. Semuanya hanya sebatas perundingan,
pendapat pakar, pernayataan pejabat dan pemberitaan di
media. Seolah tidak ada ketegasan dari pemerintah, dan
Lapindo selalu mengulur-ulur tawaran.

Setelah hampir setengah tahun, baru disepakati
tentang uang kontrak 2 tahun, jatah hidup dan uang
pindahan. Dan kejelasan tentang status hukum dan
bentuk pertanggungjawaban baru jelas dengan terbitnya
Peraturan Presiden (Perpres) 14/2007 pada bulan
Maret, atau setelah 10 bulan warga mengungsi dan
melakukan berbagai macam upaya menuntut hak
mereka.

Skema yang ada di dalam Perpres ini ternyata di luar
dugaan banyak pihak, dimana yang mestinya ganti rugi
dirubah menjadi jual beli dengan pembayaran tunai, 20 –
80 persen. Uang muka 20 persen dibayar setelah berkas
lengkap, sisanya dibayar 23 bulan setelah menerima
uang kontrak rumah (atau sekitar pertengahan 2008).

Juga tanggungjawab Lapindo hanya dibatasi pada
wilayah peta area terdampak, sedangkan di luarnya
ditanggung pemerintah. Padahal lumpur masih terus
menyembur, dan dampaknya semakin luas dan jumlah
korban semakin bertambah.

Skema ini mendapat penolakan dari sebagian korban
yang tidak menerima dengan mekanisme ganti rugi yang
ditetapkan. Sementara bagi mereka yang menerima,
proses pencairan dananya juga sangat lambat, sampai
memaksa Presiden’berkantor’ di Surabaya selama
beberapa hari untuk memastikan pembayaran.

Setelah dua tahun, ternyata masih ada korban yang
menerima skema Perpres, yang belum menerima

Ilustrasi: Rahman
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pembayaran 20 persen. Pada saat jatuh tempo
pembayaran 80 persen, sedikit sekali jumlah korban yang
sudah menerima pembayaran (ratusan orang dari jumlah
keseluruhan puluhan ribu korban).

Belakangan, Lapindo melontarkan wacana baru
bahwa mereka hanya akan menyelesaikan pembayaran
tunai bagi warga yang memiliki bukti kepemilikan tanah
berupa sertifikat. Sementara sebagian besar warga yang
notabene warga desa dan tanahnya non-sertifikat
(Letter C, Pethok D dan SK Gogol), Lapindo harus
ditukar dengan perumahan yang dibangun Lapindo.

Sedangkan nasib korban yang menolak skema
Perpres tentu saja sampai sekarang masih belum
mendapatkan kejelasan penyelesaian, meskipun bencana
ini sudah berlangsung hampir dua setengah tahun, dan
selama itu pula korban menderita.

Hak-hak yang T erabaikan
Bencana lumpur Lapindo yang sudah berlangsung

sedemikian lama memang menyebabkan kerugian dan
kehilangan hak yang sedemikian besar. Kerugian
terbesar mungkin dirasakan oleh puluhan ribu warga
yang selama ini rumahnya sudah tenggelam (lebih
tepatnya tertimbun) oleh lumpur.

Selain hak-hak kepemilikan aset tanah dan bangunan
yang penanganannya sampai kini tidak kunjung tuntas,
korban juga mengalami kerugian lainnya. Berbagai
kerugian ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pendidikan
dan lainnya dialami oleh semua orang.

Di samping itu, ada jenis hak-hak yang sudah
terampas dan sampai sekarang bahkan sama sekali tidak
pernah disinggung bagaimana penyelesaiannya.
Diantaranya terkait dengan lenyapnya kepemilikan tanah
desa, fasilitas sosial, umum dan agama yang ikut
tertimbun lumpur.

Disamping itu kehilangan desa tempat mereka tinggal
dan berbagai dampak sosial akibat perubahan pranata
kehidupan di desa mereka sebelumnya, juga tidak pernah
disinggung. Korban selama ini energi dan perhatiannya
sudah habis tersita untuk terus memperjuangkan hak-hak
individu masing-masing.

Nasib yang lebih mengenaskan dialami oleh warga
yang tinggal diluar peta area terdampak. Skema Perpres
14/2007 menjelaskan bahwa penanganan dampak yang
mereka alami (meskipun jelas ini berasal dari penyebab
yang sama, yaitu semburan lumpur Lapindo), akan
ditanggung oleh negara.

Terus berlangsungnya semburan lumpur
mengakibatkan wilayah terdampak di luar Peta kian
meluas. Berbagai dampak akibat semburan lumpur terus
bermunculan. Antara lain bermunculannya semburan gas
liar (bahkan ditengah-tengah rumah warga yang masih
dihuni) yang mengakibatkan kandungan zat berbahaya
policyclic aromatic hydrocarbons (PAH) di lokasi
sekitar sangat tinggi.

Tanah yang terus ambles, sehingga mengakibatkan
struktur bangunan diatasnya ikut rusak. Kualitas air
minum yang terus menurun. Paparan terhadap gas yang
keluar menyertai semburan utama. Juga penurunan
kualitas lingkungan akibat polusi, debu, kebisingan yang
membuat warga beresiko mengalami berbagai macam
gangguan kesehatan maupun dampak nonfisik lainnya.

Meskipun kerugian yang dialami oleh warga di luar
peta ini sedemikian nyata, tetapi hak-hak mereka sampai
sekarang praktis tidak ada upaya penyelesaian yang
jelas dari Pemerintah. Perpres 48/2008 yang merupakan
revisi terhadap Perpres 14/2007, hanya menambah
daerah perluasan tanggul, bukan demi kepentingan
penyelesaian hak korban.

Sementara, meskipun banyak ahli sudah memprediksi
keberlangsungan jangka panjang dari semburan lumpur
Lapindo, kerangka kerja penyelesaian yang jelas
terhadap penanganan dampak yang ditimbulkan juga
tidak kunjung dibuat. Bahkan pemerintah baru-baru ini
menyatakan sudah ’angkat tangan’ menangani semburan
lumpur Lapindo.

Sehingga, setelah hampir dua tahun setengah,
masalah penyelesaian hak-hak korban, mengalami nasib
yang sama dengan isu lain dalam masalah lumpur
Lapindo. Tidak jelas dan tidak kunjung selesai.*

Jika:

Tidak Salah

www.korbanlumpur.info
www.korbanlapindo.net

KlikKlikKlikKlikKlik Anda  tidak puas pemberitaan
lumpur Lapindo di media Massa

Anda  bosan di jejali berita yang
baik-baik saja

Anda  ingin tahu kehidupan nyata
dan suara lain korban Lapindo


